BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka

kesimpulannya adalah sebagai berikut.

1. Pada tahun 2012, DPRD Kabupaten Ngada telah berhasil menyusun dan
mengesahkan lima peraturan daerah inisiatif. Pembentukan dan penetapan
peraturan daerah inisiatif ini telah sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten
Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ngada
Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap angota DPRD mempunyai
hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Lima peraturan daerah
inisiatif DPRD Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut.

a. Peraturan Daerah Kabupaten NgadaNomor 9 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembentukan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penertiban Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
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e. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pada Periode 2009-2014 terdapat 49 buah peraturan daerah yang telah dibahas

dan ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Ngada. Dari 49

peraturan daerah ini lima diantaranya adalah perda inisiatif DPRD.

Berdasarkan uraian tersebut kinerja DPRD Kabupaten Ngada periode 2009-

2014 dalam membentuk peraturan daerah inisiatif secara kuantitatif tidak

optimal.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Ngada dalam

melaksanakan hak inisiatifnya adalah sebagai berikut.

a. Kemampuan dan komptensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang kurang memadai

b. Pola Pikir Anggota DPRD

c. Kurangnya pngalaman Anggota DPRD

d. Kurangnya Penguasaan Data dan Informasi Oleh Anggota DPRD

e. Kurangnya partisipasi masyarakat

. Selama periode 2009-2014 pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam

membentuk peraturan daerah inisiatif oleh DPRD Kabupaten Ngada masih

belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana dijelaskan

di atas. Dalam mewujudkan DPRD yang lebih produktif dalam pembangunan

daerah dengan membentuk peraturan daerah inisiatif perlu adanya
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pembaharuan sebagai suatu konsep bagi anggota DPRD dalam pembentukan
peraturan daerah inisiatif.

Salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas
profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini
berarti seseorang dituntu untuk profesionalitas dalam bidangnya. Hal ini
berlaku juga bagi setiap anggota legislatif, sehingga dapat melaksanakan
tugasnya sebagai anggota legislatif dengan baik dan benar.

Konsep ideal menurut penulis bagi anggota DPRD dalam membentuk
peraturan daerah agar dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas
dan berkuantitas adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia anggota DPRD melalui
pendidikan politik oleh partai politi maupun bimbingan teknis oleh
lembaga DPRD itu sendiri.

2. Rakyat harus lebih cerdas dalam memilih para wakilnya yang
nantinya akan mewakili rakyat dalam mengambil keputusan
politik.

3. Anggota DPRD harus dapat mengoptimalkan aturan yang sudah

ada.
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B. Saran
Sebagai anggota DPRD, para anggota legislatif merupakan representasi
dari masyarakat yang memilihnya. Oleh karena itu pada prinsipnya, anggota
DPRD harus dapat menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dengan optimal
bukan hanya sekedar sebagai “kampanye terselubung” agar dapat terpilih kembali
pada periode berikutnya. Fungsi DPRD vyaitu fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan harus dilaksanakan secara optimal sehingga menjadi anggota DPRD
bukan sekedar perwakilan rakyat saja tetapi sebagai penyelenggara pemerintahan
daerah.
Konsep-konsep yang diuraikan di atas, diharapkan agar menjadi perhatian
bagi para anggota DPRD Kabupaten Ngada dan juga masyarakat Kabupaten
Ngada agar kedepannya kinerja anggota DPRD lebih optimal dari pada periode-

periode sebelumnya.
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